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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI DALAM 

ISLAM DAN ‘URF 

 

A. Gadai dalam Islam 

1. Pengertian Gadai 

Rahan adalah meminjamkan uang dengan menyerahkan jaminan 

atau borg dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak 

mudh rusak, mudah di uangkan, Islam membenarkan rahan selama tidak 

disertai bunga, tatapi melarang jika disertai dengan bunga.
53

 Secara 

etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama
54

. Dalam istilah Arab gadai 

dikenal dengan rahn dan juga dinamai al-habsu.
55

 Ar-rahn adalah suatu 

jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.
56

 

Pengertian gadai (rahn) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan ; 

sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta 

yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali 

sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai 

yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas 

suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada 

orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain 
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atas nama orang yang mempunyai utang. Secara terminologis, rahn yaitu 

sebagai sberikut: 

a. Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur 

Anshori, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta 

menurut syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang 

bersangkutan boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagian 

dari manfaat barang itu. 

b. Menurut fatwa DSN-MUI , rahn adalah menahanbarang sebagai 

jaminan atau utang. 

c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rahn/gadai adalah 

penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai 

jaminan.
57

 

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn:  

a. Menurut ulama Syafi’iyah 

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan 

pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. 

b. Menurut ulama Hanabilah 

Harta yag dijadikan jaminan utang sebagai pembaya harga (nilai) utang 

ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya 

kepada pemberi pinjaman.
58
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Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah: 

a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang 

mungkin diperoleh bayarannya dengan sempurna darinya. 

b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai 

jaminan utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan 

uang itu atau mengambil sebagian benda itu. 

c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meninjam dengan menyerahkan 

barang sebagai tanggungan utang. 

d. Menjadikan harta sebagai jaminan utang. 

e. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang. 

f. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang. 

g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat 

kepercayaan dalam utang-piutang. 

h. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan 

syara; sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 

tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
59

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai 

(rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si 

peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan 

barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang 

menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 

separoh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak 
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yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah 

ditentukan.
60

 

2. Dasar Hukum Gadai 

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat 

Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., ijma‟ ulama, dan fatwa MUI. Hal 

dimaksud, diungkapkan sebagai berikut. 

a. Al-quran 

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar 

dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.
61

 

                      

                        

                           

Artinya:  “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak 

secra tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).”
62

 

 

Landasan hukum pijnjam-meminjam dengan jaminan (borg) 

adalah firman Allah swt. dalam QS. Al-Muddatsir (74) ayat 38 di 

bawah ini. 
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“Tipa-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah 

diperbuatnya.”
63

 

b. Hadis Nabi Muhammad saw. 

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam 

membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., 

yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.
64

 

1) Hadis A’isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang 

berbunyi: 

ّنَّثّحَدّّ-٩٠٥٦ ّالأعمشُّقالّ: ثنَا ّحدَّ ّعبدُالواحدِ ثنَاَ ّحَدَّ دٌ ّمَسدَّ تذَاكَرْنََّا

ثنَاَّالأسودُّعنّ براهيُم:ّحَدَّ لفَِ,ّفقََالّا  براهيَمّالرهنَّوالقَبِيْلَّمنّالسَّ عندَّا 
 ٍَّ ٍَ اَللَُ عَىْهاَ أنَّ الىث ُ عَا ءِشَحَ سَضِ ُْهِ وَسَلمَْ صَلًَّ اللََّ ٌِّ  عَلَ اشتشي مهْ َهَىد

 طعامَا إلً أجلِ وسهىهَُ دِسعه.
Dari Abdul Wahid dari Al A’masy dia berkata: Kami 

membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli 

sistem salam salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al 

Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa 

Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu 

yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya. 

(HR. Bukhari).
65
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2) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

yang berbunyi: 

ٌِّ عَهْ أوَسٍَ؛ لاَلَ: لمَذَْ سَههََ سَسُ  ُْهِ وَسَلمَْ دِسْعَهُ عِىْذَ َهَىُدِ ُ عَلَ ِ صَلًَّ اللََّ ى لُ اللََّ

َْىحَِ, فأَخََزَ لِِهًْ  ُْشً  مِىْهُ  لهِِ تلِْمَذِ .شَعِ  

Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: “Rasulullah saw. Pernah 

menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, 

dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya.” 

(HR. Ibnu Majah).
66

 

3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari, yang berbunyi: 

ٍَ اَللَُ  حَذّثىاَ أتى وعَُمِ حذَّ ثىاَ صكشَاءُ عه عامشِ عه أتٍ هشَشجَ  -۱۱۲۲ سَضِ

ههُ َش كَةُ تىمفتهِ,  ُْهِ وَسَلَّمَ أوه كان َمىل: الشَّ ُ عَلَ ٍِّ  صَلًَّ اللََّ عَىْه عه الىث

ّ.وَششَبُ لثَهَُ الذَّ سِّ إرا كان مشهىواَ

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu „Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditungggangi sesuai 

biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” 

(HR. Bukhari).
67
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4) Hadis riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: 

ُْذٍ. حَذَّ ثىاَ -۲٤٤٤ ذُ تْهُ حُمَ إتِْشَاهُِمُ تْهُ الْمُخْتاَسِ. عَهْ إسِْحَاقَ تْهِ  حذ ثىا مُحَمَّ

َْشَجَ, أنََّ سَسُى لَ اَللَِ  , عَهْ سَعُِذِ تْهِ الْمُسََُّةِ, عَهْ أتٍَِ هشَُ ٌِّ هْشِ سَاشِذٍ, عَهِ الضُّ

ُْهِ وَسَلمَْ  ُ عَلَ  لاَ َغَْلكَُ الشَّ هْهُ.لالَ:  صَلًَّ اللََّ

Hadis dari Muhammad bin Humait, hadis dari Ibrahim bin Muhtar 

dari Ishaq bin Rasyid, dari Zuhri, dari Sa’id bin Musayab dari Abi 

Hurairah,; Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh 

menyembunyikan barang gadai.”
68

 

c. Ijma‟ Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal 

ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang 

menggadaikian baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi 

Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya 

bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang Yahudi, 

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang 

tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan 

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad 

saw. kepada mereka. 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, 

di antaranya dikemukakan sebagai berikut: 
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1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn. 

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas. 

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah. 

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

10/DSN-MUI/III/2000, tentang Wakalah. 

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.
69

 

3. Akad Gadai 

Akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan ijab 

(penawaran) dan qabul  (penerimaan).
70

 Dalam istilah fikih, secara umum 

akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik 

yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah maupun 

yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, gadai dan wakalah. 

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran 

atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 

kepemilikan) dalam lingkungan yang disyariatkan dan berpengaruh dalam 

sesuatu.
71

 

Ulama Safi’iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah dengan 

dipenuhi tiga syarat 1) harus berupa barang karena hutang tidak dapat 
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digadaikan. 2) ketetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang 

menggadaikan tidak terhalang seperti mushhaf. 3) barang yang digadaikan 

bisa dijual manakala sudah tiba masanya pelunasan hutang gadai.
72

 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad rahn, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Akad rahn adalah akad tabarru‟ 

Gadai merupakan salah satu akad tabarru‟ (kebajikan). Sebab, 

pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan 

sesuatu yang lain. Akad-akad tabarru’ dalam konsep fiqih muamalah 

meliputi akad hibah, ji‟alah (pinjam-meminjam), wadiah, qard, dan 

rahn. Sebagai akad tabarru‟ maka akad tersebut mempunyai ikatan 

hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan 

kepada pihak penerima gadai. 

b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh 

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rahin berkaitan dengan 

keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika 

seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia 

melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai tetap di tangan 

penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi 

hutangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu 

hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak 

tersebut. 
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c. Musnahnya barang gadai 

Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan mayoritas 

ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai 

ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu 

merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka 

kewajiban melunasi hutang menjadi musnah juga. 

d. Penjulan barang gadai setelah jatuh tempo 

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu 

sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu 

sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila 

yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, barang 

gadai dapat dijual untuk  membayar utang, dengan cara mewakilkan 

penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. 

e. Pemeliharaan barang gadai 

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan 

pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai.
73

 

4. Rukun dan Syarat Gadai 

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn, 

namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun rahn ada lima, 

yaitu rahin (orang yang menggadaikan); murtahin (orang yang menerima 
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gadai); marhun/rahn (objek/barang gadai); marhin bih (utang), dan sighat 

(ijab-qabul).
74

 

Adapun rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai ialah: 

a. Ijab qabul (sighat). 

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun 

lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian 

gadai di antara para pihak. 

b. Orang yang bertransaksi (Aqid). 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi 

gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) 

adalah: 

1) Telah dewasa 

2) Berakal sehat 

3) Atas keinginan sendiri secara bebas 

c. Adanya barang yang digadaikan  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan 

digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah: 

1) Dapat diserahterimakan 

2) Bermanfaat 

3) Milik rahin (orang yang menggadaikannya) 

4) Jelas 

5) Tidak bersatu dengan harta lain 
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6) Dikuasai oleh rahin 

7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan 

8) Disamping itu barang-barang yang digadaikan haruslah barang 

yang boleh diperjualbelikan. 

d. Marhun bih (utang) 

Menurut ulama Hanfiyah dan Syafiiyah syarat utang yang 

dapat dijadikan alas gadai adalah: 

1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan 

2) Utang harus lazim pada waktu akad 

3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.
75

 

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai 

a. Hak dan kewajiban penerima gadai 

1) Hak penerima gadai (murtahin)  

Adapun hak penerima gadai dalam suatu gadaian : yaitu 

menahannya hingga pemberi gadai memberikan apa yang menjadi 

kewajiban atasnya, apabila ia tidak membawanya saat jatuh 

temponya maka ia berhak untuk melaporkannya kepada penguasa, 

kemudian ia menjual gadaian tersebut dan membaginya sekalipun 

pemberi gadai tersebut tidak mau menjualnya, begitu juga apabila ia 

tidak ada di tempat.
76

 

a) Penerima gadai berhak menjual marhun, apabila rahin tidak 

dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil 
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penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk 

melunasi pinjaman (marhunbih) dan sisanya dikembalikan 

kepada rahin. 

b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai 

(marhun). 

c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai 

berhak untuk menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh 

pemberi gadai (rahin). 

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul 

kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut: 

a) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya 

atau merosotnya harga benda gadai bila hal itu disebabkan oleh 

kelalaiannya. 

b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 

kepentingan sendiri. 

c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi 

gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
77
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b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin) 

1) Hak pemberi gadai 

a) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta 

benda yang digadaikan sesuadah ia melunasi pinjaman 

utangnya. 

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan 

dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu 

disebabkan oleh kelalaian penerima gadai. 

c) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila 

penerima sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya 

pelunasan marhunbih dan biaya lainnya. 

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila 

murtahin telah jelas menyalah gunakan marhun. 

2) Kewajiban pemberi gadai 

a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhunbih yang 

telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang 

telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan 

murtahin. 

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjulan atas marhun 

miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

rahin tidak dapat melunasi marhunbih kepada murtahin.
78
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6. Sebab-sebab Gadai 

Melakukan akad gadai tidak boleh sembarangan tetapi harus 

didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan syara‟. Karena itu tidak 

boleh menggadaikan barang melalui akad jual-beli (bay), bagi hasil 

(mudharabah), dan sebagainya. Gadai dilakukan karena sebab-sebab 

berikut. Pertama, utang, maka tidak sah melakukan gadai selain karena 

alasan utang, seperti ghasab, maka tidak sah menggadaikan rumah atas 

tanah ghasab tadi, karena ini bukan utang. Kegunaan gadai antara lain, 

bahwa penerima gadai dapat mengambil sebagian dari barang gadainya 

sebanding dengan piutangnya. Kedua, utangnya tetap, maka tidak sah 

menggadaikan seseuatu sebelum utangnyan tetap, seperti ketika seseorang 

menggadaikan rumahnya seratus juta rupiah dengan uang yang akan 

diutang, atau menggadaikan jam atas beberapa barang yang akan dibeli. 

Ketiga, utangnya pasti, baik kontan atau tertanggung. Karena itu sah 

menyerahkan gadai atas harga barang yang dibelinya selama dalam masa 

khiyar. Keempat, utangnya diketahui dengan jelas, baik zat, kadar, maupun 

sifatnya. Maka tidak sah menggadaikan sesuatu atas utang yang tidak 

jelas.
79

 

7. Pemanfaatan Barang Gadaian 

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum 

Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian 

tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dikhususkan 
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hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu 

keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai 

adalah merupakan perbuatan (qirad ialah harta yang diberikan kepada 

seseorang dan kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang 

melahirkan kemanfaatan, dan setiap qirad yang melahirkan kemanfaatan 

dipandang sebagai riba.
80

 Rahan dalah hukum Islam dilakukan secara 

sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuK mencari 

keuantungan.
81

 

Para ulama mempunyai beberapa perbedaan pendapat berkenaan 

pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendapat Ulama Syafi’iyah 

Menurut ulama Syafi’iyah seperti yang dikutip oleh Zainuddin 

Ali dalam bukunya, Hukum Gadai Syariah, bahwa yang mempunyai 

hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) adalah pemberi gadai 

(rahin) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima 

gadai (murtahin). Dasar hukum hal dimaksud adalah hadis Nabi 

Muhammad saw. sebagai berikut.
82

 

ٍَ اَللَُ عَىْه حَذّثىاَ أتى وعَُمِ حذَّ ثىاَ صكشَاءُ عه عامشِ عه أتٍ هشَشجَ  -۱۱۲۲ سَضِ

ههُ َش كَةُ تىمفت ُْهِ وَسَلَّمَ أوه كان َمىل: الشَّ ُ عَلَ ٍِّ  صَلًَّ اللََّ هِ, وَششَبُ لثَهَُ عه الىث

ّ.الذَّ سِّ إرا كان مشهىواَ
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Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu „Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditungggangi sesuai 

biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. 

Bukhari).
83

 

Berdasarkan hadis di atas, penulis berpendapat bahwa marhun 

itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. 

Kepemilikan marhun tetap melekat pada rahin. Oleh karena itu, 

manfaat atau hasil dari marhun itu tetap berada pada rahin kecuali 

manfaat atau hasil dari marhun  itu diserahkan kepada murtahin.
84

 

b. Pendapat Ulama Malikiyah 

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh 

Zinuddin Ali dalam bukunya Hukum Gadai Syariah, bahwa penerima 

harta benda gadai (murtahin) hanya dapat memanfaatkan harta benda 

barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai 

berikut. 

1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal 

itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, 

kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai 

dengan utangnya maka hal itu diperbolehkan. 

2) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda 

gadaian diperuntukan pada dirinya. 
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3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus 

ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi 

batal. 

Pendapat di atas, berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.
85

 

ٍَ اَللَُ عَىْه حَذّثىاَ أتى وعَُمِ حذَّ ثىاَ صكشَاءُ عه عامشِ عه أتٍ هشَشجَ  -۱۱۲۲ سَضِ

 ٍِّ ههُ َش كَةُ تىمفتهِ, وَششَبُ لثَهَُ   عه الىث ُْهِ وَسَلَّمَ أوه كان َمىل: الشَّ ُ عَلَ صَلًَّ اللََّ

.الذَّ سِّ إرا كان مشهىواَ  

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu „Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditungggangi sesuai 

biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. 

Bukhari).
86

 

c. Pendapat Ulama Hanabilah 

Menurut penadapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi 

murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan 

berupa hewan adalah (a) ada izin dari pemilik barang, dan (b) adanya 

gadai bukan karena mengutangkan. 

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat 

diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh manjadikannya 

sebagai khadam. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa 
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rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil 

manfaatnya. Hal ini berdasarkan dalil hukum sebagai berikut.
87

 

ٍَ اَللَُ عَىْهحَذّثىاَ أتى وعَُمِ حذَّ ثىاَ صكشَاءُ عه عامشِ عه أتٍ هشَشجَ  -۱۱۲۲  سَضِ

ههُ َش كَةُ تىمفتهِ, وَششَبُ لثَهَُ  ُْهِ وَسَلَّمَ أوه كان َمىل: الشَّ ُ عَلَ ٍِّ  صَلًَّ اللََّ عه الىث

.الذَّ سِّ إرا كان مشهىواَ  

Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu „Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditungggangi sesuai 

biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. 

Bukhari).
88

 

 

Kebolehan murtahin memanfaatkan harta benda gadai atas 

seizin pihak rahin, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan 

biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun.
89

  

d. Pendapat Ulama Hanafiyah 

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara 

pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau 

tidak. Alasannya adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai 

berikuit.
90

 

ٍَ اَللَُ عَىْه حَذّثىاَ أتى وعَُمِ حذَّ ثىاَ صكشَاءُ عه عامشِ عه أتٍ هشَشجَ  -۱۱۲۲ سَضِ

ههُ َش كَةُ تىمفتهِ, وَششَبُ لثَهَُ  ُْهِ وَسَلَّمَ أوه كان َمىل: الشَّ ُ عَلَ ٍِّ  صَلًَّ اللََّ عه الىث

.إرا كان مشهىواَ الذَّ سِّ   
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Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu „Anhu, dia berkata; Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Salam bersabda; “Hewan yang digadai boleh ditungggangi sesuai 

biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.” (HR. 

Bukhari).
91

 

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang 

gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi 

penerima gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak 

dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) maka berarti 

menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu 

memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendapatkan 

kemudaratan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai 

(rahin). 

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh 

Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Gadai Syariah, memanfaatkan 

barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang 

menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai 

tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalir manfaat 

adalah riba. Kecuali barang yang yang digadaikan berupa hewan ternak 

yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk 

memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh 

memanfaatkannya.
92
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Berdasarkan hal yang dimaksud, maka perlu dikemukakan beberapa 

pendapat ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan 

oleh rahin dan/atau murtahin. 

1. Pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan). 

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan 

barang tanpa seizin murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh 

memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan 

pendapat ulama Hanabilah. 

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika borg sudah berada di 

tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan. 

c. Ulama Safi’iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk 

memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak 

perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-

lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, 

kebun, rahn harus meminta izin pada murtahin. 

2. Pemanfaatan murtahin atas borg 

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 

memanfaatkan borg sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak 

boleh memanfaatkannya. 

b. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan borg jika 

diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut 

barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara 

jelas. Pendat ini hampir sama dengan pendapat safi’iyah. 
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c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka 

berpendapat, jika borg berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan 

seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti 

biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Adapun borg selain 

hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rahin.
93

 

Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah (ladang), dapat 

mengambil manfaat dari sawh (ladang) itu, berdasrkan sabda Rasulullah: 

ُْذٍ. حَذَّ ثىاَ إتِْشَاهُِمُ تْهُ الْمُخْتاَسِ. عَهْ إسِْحَاقَ تْهِ سَاشِذٍ, عَهِ  -۲٤٤٤ ذُ تْهُ حُمَ حذ ثىا مُحَمَّ

َْشَجَ, أنََّ سَسُى لَ اَللَِ  , عَهْ سَعُِذِ تْهِ الْمُسََُّةِ, عَهْ أتٍَِ هشَُ ٌِّ هْشِ ُْهِ وَسَلمَْ الضُّ ُ عَلَ  صَلًَّ اللََّ

 .شَّ هْهُ لالَ: لاَ َغَْلكَُ ال

Hadis dari Muhammad bin Humait, hadis dari Ibrahim bin Muhtar dari 

Ishaq bin Rasyid, dari Zuhri, dari Sa’id bin Musayab dari Abi Hurairah,; 

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh menyembunyikan 

barang gadai.”
94

 

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin 

utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaanya 

demikian, maka orang yang memegang gadai (murtahin) dapat 

memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang 

yang menggadaikan (rahin). Menurut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip 

oleh Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, 

Regulasi, dan Implementasi),tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak 

ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk qiradh 
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yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti qiradh yang 

mengandung unsur riba ini, jika borgnya bukan berbentuk binatang yang 

bisa ditunggangi atau binantang ternak yang bisa diambil susunya. Jika 

berbentuk binatang atau ternak, murtahin boleh memanfaatkan sebagai 

imbalannya memberi makan binatang tersebut.
 95

 

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan di atas, 

mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang 

berbeda. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat yang lain, tetapi 

tidak menjadikan dasar hukum pada hadis yang dikemukakan oleh para 

ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan 

dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin) sehingga barang tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Namun, rahin bila 

ingin memanfaatkan marhun harus seizin dengan murtahin. Hal itu berarti 

kekuasaan pemanfaatan marhun berada pada murtahin selama utang rahin 

belum dilunasi kepada murtahin.
96

 

8. Berakhirnya akad Rahn  

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam 

gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai 

diucapkan, :Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu 

yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai 

pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang 

telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun pada waktu 
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pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada 

utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin. 

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka 

akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu 

diperhatikan. Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin 

belum membayar utangnya, maka murtahin adalah menjual marhun 

pembelinya (boleh murtahin sendiri atau yang lain), tetapi dengan harga 

yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak 

murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga 

penjualan marhun lebih besar dari jumlahnya utang sisanya dikembalikan 

kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari 

jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.
 97

 

Akad rahn akan berakhir ketika murtahin telah mengembalikan 

marhun kepada rahin, atau rahin telah membayar utang yang menjadi 

tanggungannya. Jika murtahin berkeinginan untuk membatalkan (fasakh) 

akad, maka rahn juga telah dinyatakan berakhir. Rahn juga akan berakhir 

ketika aset rahn (marhun) mengalami kerusakan, atau aset tersebut 

ditransaksikan oleh rahin atau murtahin tanpa adanya izin.
98
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B. Al-‘Urf 

1. Pengertian al-‘Urf 

Dari segi kebahasaan (etimologi) al-„urf berasal dari kata yang 

terdiri dari huruf „ain, ra‟, dan fa‟ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul 

kata ma‟rifah (yang terkenal), ta‟rif (definisi), kata ma‟ruf (yang dikenal 

sebagai kebaikan), dan kata „Urf (kebiasaan yang baik). 

Adapun dari segi terminologi, kata urf  mengandung makna: 

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya 

dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, 

ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian 

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar 

kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. 

Kata „urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-

„adah (kebiasaan), yaitu: 

Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima 

oleh akal yang sehat dan watak yang benar.
99

 

„Urf  (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang 

dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh 

mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu 

saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesutu yang buruk; 
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mencakup pula hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal yang bersifat 

perbuatan (fi‟liy).
100

 

Kata „urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-

„adah (kebiasaan), yaitu: 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, al-„urf terdiri atas dua 

bentuk yaitu al-„urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan al-

„urf al-fi‟li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).
101

 

2. Pembagian al-‘Urf 

Ditinjau dari segi jangkauannya, „urf dapat dibagi menjadi dua, 

yaiyu al-„urf al-amm dan al-„urf al-khashsh. 

a. Al-„Urf al-Amm 

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi masyarakat 

sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.  

b. Al-„Urf al-Khashsh 

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat 

tertentu, atau wilayah tertentu saja. 

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-„urf dapatpula dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 

1) Al-„Urf ash-Shahihah („Urf yang Absah) 

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak 

bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, 
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„urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, 

atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.  

2) Al-„Urf al-Fasidah („Urf yang Rusak/Salah) 

yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan 

ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari al-„urf ash-shahihah, 

maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang 

haram, atau mengharamkan yang halal. 

Para ulama sepakat, bahwa al-„urf al-fasidah tidak dapat 

menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi 

hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 

pemasyarakatan dan pengalaman hkum Islam pada masyarakat, 

sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma‟ruf, diupayakan 

mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan 

ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan 

yang sesuai dengan syariat Islam.
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